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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

mengatur batasan kepala daerah menjalankan fungsinya ialah selama lima tahun 

dan masih memiliki hak melanjutkan kembali untuk satu periode dengan mengikuti 

proses pilkada. Dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan jalannya 

proses pemilihan penyelenggara Negara dilakukan pemilihan umum serentak 

nasional di tahun 2024 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Dengan kata lain pemilihan kepala 

daerah pada tahun 2022 dan 2023 tidak diselenggarakan. Untuk menghindari 

stagnansi pemerintahan karena kekosongan kekuasaan di daerah maka ditunjuk 

penjabat (pj) kepala daerah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji politik hukum pengangkatan penjabat 

kepala daerah di Aceh berdasarkan prinsip demokrasi. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, 

kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh 

kejelasan dari permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian menjelaskan karakteristik konfigurasi politik, 

pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Aceh tergolong pada kategori konfigurasi 

politik ortodoks, karena pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan tidak 

melalui proses yang demokratis. Implikasi hukum terhadap pengangkatan Penjabat 

Kepala Daerah di Aceh menyebabkan pengangkatan dilakukan melalui penentuan 

dari pemerintah pusat (Presiden dan Mendagri). 

Disarankan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah seharusnya 

dilaksanakan berdasarkan pengaturan khusus, seperti Peraturan Pemerintah yang 

mengatur secara jelas mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, 

sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, agar pengangkatan Penjabat Kepala 

Daerah tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. 
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